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DKI Jakarta yang merupakan Ibu Kota Negara mempunyai fungsi sebagai Pusat Pemerintahan sekaligus
sebagal Pusat Perekonomian, memiliki jumlah dan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. Jakarta
mengalami banyak masalah pokok perkotaan salah satunya adalah masalah lingkungan berupa bahaya
banjir, mengingat kondisi geomorfologi Jakarta dan bentuk aliran sungai bercorak peneplain yang kemudian
dibenturkan dengan degradasi lingkungan akibat pertambahan jumlah penduduk baik kenaikan jumlah
penduduk berdasarkan tambahan alam maupun urbanisasi penduduk yang terus meningkat. Konsep
penanganan banjir yang berhasil dilaksanakan yaitu dengan menggunakan pembangunan dan revitalisasi
prasarana sumber daya air secara terpadu dengan konsep naturalisasi. Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) di Provinsi DK Jakarta yang terbatas, sehingga tidak mencukupi dalam pembiayaan
pengembangan kawasan naturalisasi sungai, maka diperlukan kolaborasi dengan pihak Badan Usaha Milik
Swasta (BUMYS) agar tercipta tujuan pengembangan kawasan naturalisasi sungai. Penelitian ini bertujuan
untuk mengukur dan menganalisis kesediaan membayar (willingness to pay) BUMS, khususnya yang
berlokasi di sempadan sungai, dengan melakukan pengembangan kawasan naturalisasi sungai maka
Pemerintah DK Jakarta dapat memberikan insentif berupa penambahan nilai KLB. Penelitian ini
menggunakan metode analisis statistika deskriptif berupatabulasi silang dan analisis statistika inferensial
berupa ANOVA terhadap 24 responden BUMS di Provinsi DK Jakarta yang berlokasi di sempadan sungai.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BUMS memiliki kesediaan membayar yang rendah
dibandingkan dengan nilai yang ditawarkan untuk kompensasi pengembangan kawasan naturalisasi sungai.
Selain itu, terdapat varias dari kesediaan membayar BUMS, namun variasi ini tidak signifikan, kecuali pada
aspek persetujuan BUMS apabila estimasi biaya kompensasi ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DK
Jakarta. Melalui hasil tersebut, penelitian ini juga menghasilkan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta terkait dengan peraturan perundang-undangan eksisting mengenai pengembangan
kawasan naturalisas sungai.

...... DKI Jakarta, which isthe capital city of the state, has the function as the center of government as well as
the center of the economy, and has the highest population number and density in Indonesia. Jakarta
experiences many urban problems, one of which is environmental problemsin the form of flood hazards,
considering the geomorphological conditions of Jakarta and the shape of theriver flow pattern with a
peneplain pattern that coincides also with environmental degradation due to population growth, both
increasing population based on natural additions and increasing population urbanization. The concept of
flood management that has been successfully implemented is by using the devel opment and revitalization of
water resource infrastructure in an integrated manner with the concept of naturalization. The Regional
Revenue and Expenditure Budget (APBD) in DKI Jakarta Province is limited, so that it is not sufficient to
finance the development of river naturalization areas, so collaboration with Private-Owned Enterprises
(BUMY) is needed to create the goal of developing river naturalization areas. This study aims to measure
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and analyze the willingness to pay of BUMS, especially those located on river borders. By developing
naturalized river areas, the DK Jakarta Government can provide incentives in the form of additional Floor
AreaRatio (FAR) values. This study uses descriptive statistical analysis methods in the form of cross
tabulation and inferential statistical analysisin the form of ANOVA to 24 BUMS respondents in DK
Jakarta Province which are located on river borders. The results of this study indicate that BUMS has alow
willingness to pay compared to the value offered for compensation for the development of naturalized river
areas. In addition, thereis avariation in the willingness to pay for BUMS, but this variation is not
significant, except for the aspect of BUMS approval if the estimated compensation cost is determined by the
DKI Jakarta Provincial Government. Through these results, this research also produces policy
recommendations for the DK Jakarta Provincial Government related to the existing laws and regulations
regarding the development of naturalized river areas



